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A. Pengantar 
Materi kelima belas ini mengajak mahasiswa mereview kembali materi HAN dari pertemuan kesembilan hingga pertemuan keempat belas. Tujuan materi ini pada akhirnya adalah ingin membuat agar mahasiswa memiliki kesiapan di dalam menghadapi ujian akhir semester.
B. Kompetensi Dasar 
1. Mahasiswa mampu menilai kedalaman ilmu HAN yang telah dipelajarinya.
2. Mahasiswa mampu menilai kesiapan diri untuk menghadapi UAS.
C. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 
1. Mahasiswa mengetahui kedalaman ilmu HAN yang telah dipelajarinya.
2. Mahasiswa mengetahui kesiapan diri untuk menghadapi UAS.
D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembelajaran diselenggarakan untuk memahami materi ini dengan pendekatan contextual Instruction . 

2. Untuk materi ini mahasiswa mengulas kembali materi-materi mengenai hukum administrasi negara di Indonesia selama 90 menit. 

3. Selanjutnya selama 60 menit, mahasiswa di ajak diskusi dan tanya jawab.

E. Materi Belajar
Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking)

Beschikking diatur pada Pasal 1 ayat (3) UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini beschikking adalah: 1) Penetapan tertulis, 2) yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara, 3) yang berisi tindakan hukum di bidang HTUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 4) yang bersifat konkrit, individual dan final, 5) yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang.

Pengecualian:
Ada ketetapan yang secara lisan, misalnya permohonan cuti yang diajukan kepada pimpinan, jika selama waktu tertentu tidak diberikan, maka dianggap ditolak, ini merupakan suatu keputusan lisan.

Menurut Prins:

Beschikking adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sebelah pihak dalam lapangan pemerintahan dalam arti sempit yang dilakukan oleh badan pemerintahan berdasarkan wewenang khusus.

Freus Ermessen berasal dari Bahasa Jerman dan diturunkan dari kata frei dan freire yang artinya bebas, merdeka, tidak terikat, lepas, dan orang bebas. Sementara itu, kata Ermessen mengandung arti mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan, dan keputusan. Jadi, secara etimologis freies Ermessen dapat diartikan sebagai “orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan.” 

Selain itu, istilah tersebut sepadan dengan discretionaire yang artinya menurut kebijaksanaan dan sebagai kata sifat berarti, menurut wewenang atau kekuasaan yang tidak atau tidak seluruhnya terikat dengan undang-undang. Menurut Prajudi Atmosudirjo, diskresi artinya pejabat atau penguasa negara tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada peraturannya” dan oleh karena itu, diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan menurut pendapat sendiri asalkan tidak melanggar asas yurikditas dan asas legalitas. Senada dengan pendapat tersebut,  Sjahran Basah mengatakan bahwa diperlakukannya freies Ermessen oleh administrasi negara dimungkinkan oleh hukum agar dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian persoalan-persoalan penting yang timbul tiba-tiba. Dalam hal demikian, administrasi negara terpaksa bertindak cepat dan membuat penyelesaian. Namun keputusan-keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah itu harus dapat dipertanggungjawabkan. 

PTUN

Dalam pelaksanaan  pemerintahan, aparat pemerintah yang dibekali oleh kebebasan bertindak (freis emerson / diskresi) bertugas mengatur kehidupan warga masyarakat yang menyangkut baik sosial, ekonomi maupun aspek lainnya. Ada dua kepentingan yang tidak mustahil akan berbenturan, yaitu kepentingan umum yang selalu diwakili oleh tindakan pemerintah melalui aparatnya dan kepentingan individu yang  sangat mungkin akan terlanggar. Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai wadah untuk menjaga keseimbangan antara dua kepentingan tersebut.

PTUN  yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986, seperti halnya peradilan lainnya (peradilan umum, peradilan agama dan peradilan militer) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam bidang tata usaha negara. 

Asas-asas Peradilan Tata Usaha Negara       
Ciri khas hukum acara peradilan tata saha Negara terletak pada asas-asas yang melandasinya, yaitu :

a. Asas penegakan hukum publik, bukan hukum privat (Pasal 47 dan Pasal 1 (3) UU No. 5 tahun 1986);

b. Asas praduga rechtmatig (praesumptio iustae causa).

Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah / penguasa selalu harus dianggap sah (rechtmatig) sampai ada pembatalannya.  Dengan asas ini, maka gugatan tidak menunda pelaksanan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (psl 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986);

c. Asas pembuktian bebas.

Dalam acara PTUN Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 KUHPerdata yaitu siapa yang mendalilkan mempunyai kewajiban membuktikan. Asas ini dianut dalam pasal 107 UU No. 5 tahun 1986, yang berbunyi: Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.
d. Asas keaktifan hakim (dominis litis).

Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena tergugat adalah pejabat tata usaha Negara,  sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini antara lain terdapat dalam pasal 58 (kewenangan hakim memanggil penggugat dan tergugat asli), pasal 63 ayat 1 ( pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan), ayat 2 (memberi nasihat kepada penggugat & meminta penjelasan dari Pejabat TUN / Tergugat), pasal 80 (hakim memberi petunjuk  kepada para pihak), dan pasal 85 (memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat TUN).

e. Asas putusan pengadilan mempunyai  kekuatan mengikat “erga omnes”.

Sengketa TUN adalah sengketa hukum public, dengan demikian putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. 

f. Asas keseimbangan perlindungan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (Psl 49, Pasal 55 dan Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986);

Good Governance

Penerapan Good Governance di Indonesia diharapkan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat (public participation) di segala bidang kehidupan. Selain itu, konsep good governance tersebut diharapkan juga tidak hanya diterapkan dalam organisasi pemerintahan tingkat atas, tetapi juga dapat diterapkan pada organisasi pemerintahan tingkat bawah. 

Penerapan konsep good governance tersebut tidak hanya ditujukan kepada lembaganya saja tetapi juga ditujukan kepada individu-individu yang berfungsi sebagai apartur pemerintah. Tujuan ideal yang ingin dicapai dari adanya penerapan konsep good governance oleh aparatur pemerintah adalah untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, yaitu yang menghindari budaya kerja yang muncul dalam kerangka KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). 

Konsep pemerintahan umum yang baik ini kemudian dikembangkan oleh teori ilmu hukum dan yurisprudensi baik di lingkungan administrasi negara maupun oleh putusan-putusan pengadilan sehingga mendapat tempat yang layak dalam perundang-undangan. Beberapa unsur pemerintahan yang baik, yang telah memperoleh tempat yang layak dalam peraturan perundang-undangan di berbagai negara antara lain:

1. Asas bertindak cermat.

2. Asas motivasi.

3. Asas kepastian hukum.

4. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan.

5. Asas kebijaksanaan.

6. Asas keadilan dan kewajaran.

7. Asas keseimbangan.

8. Asas perlindungan.

9. Asas penyelenggaraan kepentingan umum

Untuk menjamin pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai syarat terciptanya pemerintahan yang bersih, maka hukum harus dilihat sebagai asas prosedural (fairness), keterbukaan sistem (transparancy), keterbukaan hasil kerja (disclosure), pertanggungjawaban publik (accountability), kewajiban keterbukaan kepada masyarakat (responsibility). Inilah sejarah Good Governance berlaku di Indonesia

Pemerintah juga mempunyai fungsi-fungsi lain antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengemudikan pemerintahan (governing)

2. Memberi petunjuk (instructing)

3. Menggerakkan potensi (actuating)

4. Memberikan arahan (directing)

5. Mengkordinasi kegiatan (coordinating)

6. Memberi kesempatan dan kemudahan (facilitating)

7. Memantau dan menilai (evaluating)

8. Melindungi (protecting)

9. Mengawasi (controling)

10. Menunjang dan mendukung (supporting)

Penciptaan hukum yang akomodatif dan rasional adalah sarana mewujudkan  pemerintahan yang berwibawa. Signifikasi tiga komponen hukum seperti yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, yaitu legal subtance, legal structure dan legal culture, menjadi pra-syarat terwujudnya Good Governance.
Sosok aparatur negara yang berperan sebagai abdi masyarakat dalam mewujudkan Good Governance dapat dimulai dari dirinya, sebagai individu yang telah membulatkan tekad melalui “Saptaprasetya” Korpri menciptakan negara dan sekaligus mendirikan peradaban. Dengan posisi dan perannya maka aparatur negara adalah individu-individu yang memiliki kemauan yang keras, akhlak yang lurus, dan kehidupan mereka terbebaskan dari penyakit kejiwaan maupun fisik yang berbahaya. 

Keuangan Negara

Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Bab I Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Penguasaan atas keuangan negara tidaklah secara langsung, melainkan melalui dua cara yaitu pengurusan secara umum dan pengurusan secara khusus. Penguasa yang melakukan pengurusan secara umum terdiri dari Otorisator dan Ordonator, sedangkan yang ditunjuk untuk menjalankan pengurusan secara khusus disebut bendaharawan.
Otorisator adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan atau keputusan yang dapat mengakibatkan uang negara keluar sehingga menjadi berkurang, atau juga mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan pemasukan kepada negara karena adanya pungutan dari masyarakat.
Otorisasi umum adalah otorisasi yang berupa keputusan dan tindakan yang lazimnya berbentuk peraturan umum seperti keputusan mengenai besarnya honorarium guru, besarnya upah minimum propinsi dan lain sebagainya.
Otorisasi khusus adalah otorisasi yang berbentuk surat keputusan yang khusus mengikat orang atau pihak tertentu, misalnya surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil, surat keputusan terhadap suatu proyek dan lain sebagainya.
Ordonator adalah pejabat yang melakukan pengawasan terhadap otorisator agar otorisator tersebut dalam melaksanakan tindakan atau keputusannya selalu demi kepentingan umum.

Welfare State

Konsep welfare state atau sosial service-state, yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal, merupakan anti-tesis dari konsep “negara penjaga malam” (nachtwakerstaat) yang tumbuh dan berkembang di abad ke 18 hingga pertengahan abad ke 19. 
Didalam negara penjaga malam atau negara hukum dalam arti sempit (rechtstaat in engere zin). Pemerintah hanya pempertahankan dan melindungi ketertiban sosial serta ekonomi berlandaskan asas “laissez faire, laissez aller”. Negara dilarang keras untuk mencampuri perekonomian maupun bidang kehidupan sosial lainnya. Dengan perkataan lain, administrasi negara bertugas (berfungsi) untuk mempertahankan suatu staatsonthouding, yakni prinsip pemisahan negara dari kehidupasn sosial – ekonomi masyarakat. 
F. Evaluasi Belajar 
1. Latihan 
a. Soal 
Jawablah latihan soal di bawah ini 

1. Apakah yang dimaksud dengan Surat Keputusan Bersama (SKB)? Berikanlah dua buah contoh mengenai SKB.Contoh meliputi menteri apa dengan menteri apa & mengatur obyek apa.
2. Apakah perbedaan antara tugas Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi di dalam hal pengujian secara materiil peraturan perundang – undangan.
3. Hal – hal apa sajakah yang di tangani di dalam Peradilan Tata Usaha Negara? Apakah termasuk mengadili seorang pejabat negara yang melakukan kejahatan misalnya penipuan atau pencurian atau pembunuhan?
b. Kunci jawaban 
Jawablah latihan di atas dengan singkat dan jelas kemudian cocokkan jawaban anda dengan rangkuman materi.
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